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LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  (LPPD) 
BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  

PROVINSI ACEH TAHUN 2013 
 
 

BAB  I   
P E N D A H U L U A N 

 
 

 
 

BAB II 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 

 

BAB  III  

URUSAN DESENTRALISASI 

 

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi 

    1. Anggaran, realisasi dan pelaksanaan Urusan Wajib 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,222,008,364     8,497,185,677   92.14          
Belanja Pegawai 9,222,008,364     8,497,185,677   92.14          
Gaji  dan Tunjangan 4,086,308,364     3,947,773,177   96.61          
Tambahan Penghasilan PNS 5,135,700,000     4,549,412,500   88.58          

BELANJA LANGSUNG     19,253,350,886  15,884,601,693 82.50          
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran.

3,869,080,250     3,388,121,609              87.57 

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur.

6,040,291,136     4,930,559,710              81.63 

Program Peningkatan Disipl in Aparatur. 177,050,000        146,060,000                 82.50 
Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur.

1,021,429,500     253,491,600                 24.82 

Program Peningkatan Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal.

750,000,000        488,212,700                 65.10 

Program Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan.

1,300,000,000     1,286,334,350              98.95 

Program Kemitraan Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan.

725,000,000        723,900,600                 99.85 

Program Pemberdayaan Untuk Menjaga 
Ketertiban dan Keamanan

1,197,500,000     1,126,065,500              94.03 

Program Pendidikan Politik Masyarakat. 2,385,000,000     2,149,780,220   90.14          
Program Pembauran Kebangsaan 380,000,000        377,189,300      99.26          
Program Pengembangan Data dan 
Informasi

48,000,000          40,720,000        84.83          

Program Konsolidasi  Perdamaian Aceh 1,360,000,000     974,166,104      71.63          

28,475,359,250   24,381,787,370            85.62 

KEGIATAN / SUB KEGIATAN
JUMLAH 

REALISASI 
BELANJA (RP)

JUMLAH TO TAL

REALISASI 
KEUANGAN 

(Rp)

JUMLAH 
BELANJA (RP)
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B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan 

 

1.   Program dan Kegiatan 

a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan yang 

dilaksanakan  : 

1) Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah 

2) Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing 

3) Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba 

4) Koordinasi Penanganan Konfli 

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

1) Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia 

2) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

1) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 

2) Pemantapan ideologi dan bela negara 

d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 

1) Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat 

2) Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan 

3) Penyelenggaraan gampong sadar hokum 

4) Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik 

e. Pendidikan Politik Masyarakat 

1) Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh 

2) Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol 

3) Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik 

4) Penguatan kapasitas politik perempuan 

5) Penguatan kapasitas organisasi masyarakat 

6) Forum komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai  Politik/Ormas/LSM 

Aceh 

7) Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM 

8) Koordinasi dan pemantauan organisasi asing 

9) Penyusunan database  parpol,ormas, lsm dan lembaga asing 

f. Program Pembauran Kebangsaaan 

1) Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama 

2) Koordinasi pembauran kebangsaan 

g. Program Pengembangan Data Informasi 

Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik 
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h. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh 

1) Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh 

2) Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh 

3) Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian 

4) Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian 

 

2.  Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk masing-masing urusan wajib  

ditetapkan sebagai berikut : 

 

a. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan yang 

dilaksanakan  : 

1) Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan Kondisi Daerah 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kajian terhadap Perkembangan Situasi dan 

Kondisi Daerah terkini yang disusun oleh Tim Pengkajian Analisis Perkembangan 

Situasi dan Kondisi Daerah 

Hasil yang dicapai  

 Tersedianya hasil kajian terhadap pengembanagn keamanan 

 Tersedianya hasil kajian terhadap isu qanun lambaga dan bendera 

 Tersedianya hasil kajian terhadap perkembangan Pemilu 2014 

 Tersedianya hasil kajian terhadap penentasan kemiskinan.  

2) Pelaksanaan koordinasi pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi pemantauan keberadaan orang 

asing dan tenaga kerja asing yang dilaksanakan di Provinsi sesuai dengan 

Permendagri No. 49 Tahun 2010 dan Permendagri No 50 Tahun 2010. 

Hasil yang dicapai adanya dokumen orang asing dan tenaga asing yang melakukan 

aktifitas di Aceh. 

3) Sosialisasi Pencegahan, peredaran/penanggulangan miras dan narkoba 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Adat, Tokoh Agama, Pelajar  dan Aparatur Pemerintah di Kota Subulussalam 

Hasil yang dicapai  meningkatnya pemahaman dengan berbagi informasi antara 

sesama peserta dalam penanggulangan bahaya laten miras dan narkoba 

4) Koordinasi Penanganan Konflik 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat rutin, Rakor dan Sosialisasi terhadap 

penanganan gangguan keamanan daerah dan penanganan konflik sosial seperti 

SARA dan lahan sesuai dengan Inpres No. 2 Tahun 2013  

Hasil yang dicapai  

 Meredamnya potensi konflik di masyarakat 
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 Terkendalinya gangguan keamanan di daerah 

 Terlaksananya inpres No. 2 Tahun 2013 

 Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap gangguan dan potensi 

timbulnya konflik sosial di masyarakat 

 

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

1) Fasilitasi peningkatan pemahaman hak azasi manusia 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi ke Kabupaten/Kota dan bantuan 

hukum bagi masyarakat yang dilakukan pada korban konflik di 10 Kab/Kota 

Hasil yang dicapai  

 Adanya peningkatan pemahaman terhadap HAM dan Hak-hak Bantuan 

Hukum bagi Masyarakat korban konflik.  

 Bantuan hukum korban konflik diberikan kepada masyarakat yang terkena 

dampak dari korban konflik dalam bentuk sosialisasi untuk memperoleh 

bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.  

2) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh agama, tokoh adat, 

tokoh mashyarakat dan aparatur pemerintah. 

Hasil yang dicapai 

 Adanya peningkatan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan antar umat 

beragama  

 Adanya keharmonisan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan 

kepercayaan masing-masing,  

 Tidak terjadi serta menghindari konflik antar umat beragama. 

c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

1) Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk  

a) Dialog kebangsaan,  

b) Dialog pemantapan idiologi kebangsaan dan bela Negara, Pemantapan 

Wasbang, Hak-hak Bantuan Hukum dan HAM bagi masyaraka dan 

pemeliharaan pemberberdayaan masyarakat  melalui dialog interaktif RRI 

Banda Aceh.  

c) Dialog tentang rancangan qanun Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat 

Beragama, Pember dayaan FKUB dan Pemdirian Rumah Ibadah, Pemantapan 

Wasbang dan tentang Pemeliharaan Kerukunan Kehidupan Beragama melalui 

TVAceh 

Hasil yang dicapai  

 Terjadi dialog antara narasumber dengan pemirsan TV dan pendengar RRI; 
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 Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap hal tersebut diatas. 

2) Pemantapan ideologi dan bela Negara 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh masyarakat, tokoh 

adat dan aparatur Pemerintahan 

Hasil yang dicapai  

 Adanya peningkatan dan pemahaman terhadap idiologi dan bela Negara; 

 Adanya kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menjaga 

kesatuan dan persatuan bangsa. 

d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 

1) Pembinaan aparatur perlindungan masyarakat 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Kerja dengan aparat kecamatan yang 

membidangi ketertiban umum, BPBD, DInas Sosial, Satpol PP dan WH serta BAdan 

Kesbangpol dan Linmas setempat. 

Hasil yang dicapai meningkatnya koordinasi dengan Provinsi dengan Kab/Kota dan 

lembaga terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya satuan Linmas di Kab/Kota. 

2) Peningkatan Koordinasi antara perangkat gampong dan aparat keamanan 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap perangkat gampong dan 

aparat keamanan di 7 Kab/Kota yang diikuti oleh Satuan Linmas Gampong, Geuchik, 

Imum dan Tuha Peut  

Hasil yang dicapai  

 Meningkatkan rasa tanggung jawab Satlinmas 

 Mewujudkan ketentraman dan keamanan dilingkungan masyarakat 

3) Penyelenggaraan gampong sadar hokum 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada Tokoh Agama, Tokoh Adat, 

Tokoh Masyarakat/Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda/Perempuan sebanyak 60 orang di 

10 Kab/Kota. 

Hasil yang dicapai  

 Terjadinya peningkatan pemahaman arti hukum dan perlakukannya ditengah-

tengah masyarakat 

 Terciptanya gampong yang memiliki masyarakat sadar akan tatanan 

kehidupan bermasyarakat. 

4) Penyusunan dan penyesuaian reusam gampong berbasis peka konflik 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Penyusunan dan Penyesuaian Reusam Gampong 

Berbasis Peka Konflik yang pilot proyek pada 4 Kab/Kota   

Hasil yang dicapai tersusunnya sebuah pedoman reusam yang akan menjadi bahan 

dalam mengambil keputusan para tokoh-tokoh adat, tokoh agama dalam rangka 

mengembangkan dan menjalankan kehidupan gampong terhadap peka konflik. 
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e. Pendidikan Politik Masyarakat 

1) Sosialisasi kebijakan politik pemerintah aceh 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi terhadap kebijakan politik 

pemerintah Aceh terkait pengembangan politik daerah terkini dan pengembangan 

kondisi dan situasi daerah berupa lahirnya qanun-qanun  Aceh.  

Hasil yang dicapai terjalinnya Sinergisitas Kebijakan Politik Pemerintah Aceh dengan 

pemerintah Kab/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya khususnya dalam pemahaman 

terhadap lahirnya qanun – qanun Aceh.                                                                                                                             

2) Pasilitasi pendidikan politik bagi pengurus parpol 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Tehnik terhadap langkah-langkah 

yang ditempuh dalam penyelesaian perselisihan internal partai politik, kewajiban 

partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada anggota parpol dan 

masyarakat, pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan, kewenangan parpol 

dalam hal terjadinya PAW DPRK dan upaya KIP Aceh dalam mensukseskan 

penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. 

Hasil yang dicapai : 

 Meningkatnya hak dan kewajiban Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara; 

 Meningkatnya kemandirian, kedewasaan dan pencapaian prestasi dalam 

penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan; 

 Maksimalnya fungsi parpol, baik fungsi terhadap masyarakat maupun 

terhadap serta mampu mengembangkan system politik yang demokrasi yang 

dilandasi etika dan budaya politik berazaskan pancasila 

3) Penguatan kapasitas masyarakat dalam berpolitik 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Bimbingan Tehnik berkaitan dengan peran 

serta, hak dan kewajiban masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum, peran 

masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mendorong masyarakat 

untuk menggunakan hak politik, independensi dan profesionalisme penyelenggaraan 

pemilu dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu dengan tidak memihak kepada 

salah satu partai peserta pemilu. 

 

Hasil yang dicapai : 

 Meningkatnya kemampuan dan kecakapan masyarakat dalam rangka 

berpolitik 

 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik pada 

pemilu legislative 2014 
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4) Penguatan kapasitas politik perempuan 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan partisipasi 

perempuan perempuan dalam mengisi kursi legislative pada pemilu 2014 

Hasil yang dicapai  

 Meningkatnya partisipasi perempuan baik dalam kepengurusan parpol 

maupun keterwakili di lembaga legislative; 

 Meningkatnya kesadaran berpolitik, kemandirian, kedewasaan dan pencapaian 

prestasi dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan. 

5) Penguatan kapasitas organisasi masyarakat 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi berkaitan dengan UU Ormas sesuai 

dengan UU 27 Tahun 2013 dimana fungsi ormas adalah sebagai sarana penyaluran 

kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi, sebagai 

penyalur aspirasi masyarakat sehingga terjadinya pemenuhan pelayanan sosial dalam 

memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 

Hasil yang dicapai  

 Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat; 

 Adanya perkembangan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi 

dalam bermasyawarah. 

 Melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara. (Paham lagu kebangsaan, 

tahu lambang kebangsaan) 

6) Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi Fungsionaris Partai  Politik/Ormas/LSM 

Aceh 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi kepada pengurus Parpol, 

Ormas/LSM berkaitan dengan peran Ormas dalam pembangunan, mekanisme 

pemberian dan pertanggungjawaban bantuan hibah dan bantuan sosial 

Hasil yang dicapai : 

 Memahami bagaimana tatacara bentuk pertanggung jawaban keuangan 

bantuan hibah dan sosial 

 Adanya persatuan persepsi dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah. 

7) Sosialisasi regulasi tentang tata cara pendaftaran ormas dan LSM 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi tata cara pendaftara Ormas dan LSM 

bekaitan Permendagri No 33 Tahun 2012 kepada pengurus Ormas dan LSM 

Hasil yang dicapai 

 Memahami tentang tata cara pendirian ormas sesuai dengan Permendagri 

8) Koordinasi dan pemantauan organisasi asing 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat Koordinasi dengan pejabat Kesbang 

Kab/Kota serta instansi terkait terhadap keberadaan organisasi asing yang beroperasi 

di Aceh. 
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Hasil yang dicapai  

 Adanya kesepakatan untuk selalu memantau setiap aktifitas organisasi asing 

di Kab/Kota masing-masing 

 Melakukan koordinasi dengan organisasi asing terhadap aktifitas yang 

dilakukan di Kab/Kota masing-masing 

9) Penyusunan database  parpol, ormas, lsm dan lembaga asing 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data Parpol, Ormas, LSM dan 

Lembaga Asing dalam bentuk database 

Hasil yang dicapai : 

 Dokumentasi data Pengurusan Parpol dari Tingkat Kecamatan 

 Dokumentasi dan Direktori Lembaga yang terdaftar 

 

f. Program Pembauran Kebangsaaan 

1) Sosialisasi pembauran dan kerukunan umat beragama 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Sosialisasi ke siswa/siswi SMA/MAN dan 

Pesantren di 7 Kab/Kota. Yang dilaksanakan oleh Pokja PWK dari dinas/instansi 

terkait. 

Hasil yang dicapai adanya peningkatan pemahaman terhadap pembauran dan 

kerukunan umat beragama sehingga terciptanya persatuan dan kesatuan dalam 

keaneka ragaman, etnis, suku, agama, adat istiadat dan kehidupan masyarakat  

2) Koordinasi pembauran kebangsaan 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Rapat-rapat koordinasi dalam rangka 

mensikronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota. 

Hasil yang dicapai terjalinnya komunikasi dan koordinas yang baik antar 

kabupaten/kota dengan provinsi dalam rangka mencari solusi perencanaan 

pembangunan kebangsaan ke depan. 

 

g. Program Pengembangan Data Informasi 

1) Penyediaan basic data dinamika penanganan pasca konflik 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk Pengumpulan dan pengolahan data-data terkait 

konflik dan kekerasan 

Hasil yang dicapai  

 Tersedianya dokumen konflik  

 Tersedianya dokumen pemantauan kekerasan yang terjadi di Aceh bekerja 

sama dengan SNPK pusat. 

 

h. Program Konsolidasi Perdamaian Aceh 

1) Tinjauan capaian penanganan konflik Aceh 



 

 

9

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk 

a) Focus Group Disscusion (FGD) Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh 

b) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dalam rangka survey dan laporan Tinjauan 

Capaian Penanganan Konflik Aceh  

Hasil yang dicapai  

a) Terlaksananya kegiatan FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 4 

Kabupaten 

b) Adanya dokumen hasil survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh 

2) Konferensi/seminar/lokakarya/dialog capaian penanganan konflik Aceh 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk 

a) Seminar Capaian Penanganan Konflik Aceh berbasis data SNPK 

b) Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh 

Hasil yang dicapai  

a) Memperkenalkan system nasional pemantauan kekerasan kepada Badan Kesbang 

se Aceh, SKPA, Ormas dan LSM  

b) Terlaksananya Dialog Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh di 2 

Kabupaten dengan kesimpulan dan pemahaman terhadap penanganan konflik 

Aceh  

3) Penyediaan dan pemeliharaan memorial perdamaian 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk : 

a) Pembuatan / interior ruang display memorial perdamaian Aceh 

b) Pembuatan dan penggandaan film Memorial perdamaian Aceh 

Hasil yang dicapai : 

a) Tersedianya ruangan Display Memorial Perdamain Aceh 

b) Tersedianya Film Dokumenter Memorial Perdamain Aceh berupa Master dan 

VCD 

4) Pengawasan dan evaluasi penguatan perdamaian 

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data mengenai program terkait 

penguatan perdamaian yang ada di Kab/Kota maupun di Provinsi Aceh  

Hasil yang dicapai berupa laporan rekapitulasi mengenai program penguatan 

perdamaian Aceh 

 

3.  Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib  

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas masing-masing urusan wajib dilaksanakan 

oleh SKPA Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh 

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat 

Struktural dan Fungsional   
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Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat terdiri 

dari: 

a. Kepala Badan 
b.  Sekretaris 

c.  Bidang Pemantapan Idiologi dan Kebangsaan 
d.  Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan 

e.  Bidang Politik Kemasyarakatan 
f.   Bidang Perlindungan Masyarakat 

Sedangkan jumlah pejabat struktural pada Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh 

tahun 2013 adalah sebagai berikut : 

No Jabatan Jumlah Laki - laki Perempuan 
 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
5. 
 

 
Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas 
II.a 
Sekretaris  III.a 
Kepala Bidang eselon III.a  
Kepala Sub Bagian eselon IV.a 
Kepala Sub. Bidang  IV.a 
 

 
 
1 
- 
4 
3 
8 
 

 
 
org 
org 
org 
org 
org 
 

 
 

 1 org 
 - org 
 3 org 
 3 org 
 5 org 

    

 
 

-- org 
-- org 
1  org 
-- org 
3 org 

    
 Jumlah…………………………………. 16 Org  12 org 4 org 

  

Keadaan PNS tahun 2013 adalah sebagai berikut ; 

No Golongan  Jumlah Laki - laki Perempuan 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

IV 
III 
II 
I 
Capeg 

    6 
59 
8 
1 
6 

org 
org 
org 
org 
org 

    5 org 
      43 org 

    4 org 
     1 org 

      2  org 

      1  org 
      16 org 

      4 org 
     -- org 

       4 org 

 Jumlah…………………………………. 80 Org    55 org    25 org 
  

Keadaan pendidikan umum PNS tahun 2013 adalah sebagai berikut :  

No Pendidikan  Jumlah Laki - laki Perempuan 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 
S.2 
S.1 
Sarjana Muda 
SLTA / Sederajat 
SLTP / Sederajat 
SD / Sederajat 

 
  7 
48 
3 

20 
 2 
 - 

 
org 
org 
org 
org 
org 
org 

 
       7 org 

      31 org 
      1 org 
   14 org 
     2 org 
     - org 

 
       - org 

       17 org 
        2 org 
       6 org 
      -- org 
      -- org 

 Jumlah…………………………………. 80 org    55 org      25 org 
 

Pada tahun 2013 PNS yang mengusul pensiun sebanyak 3 orang. 

Pendidikan penjenjangan yang telah diikuti oleh PNS Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh  adalah 

sebagai berikut : 
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No Pendidikan Penjenjangan Laki - laki Perempuan Jumlah 

1 Spamen / Pim II 1 org -- org 1 org 

2 Sepadya / Spama / Pim III 12 org 3 org 15 org 

3 Sepala / Adumla / Sepada / Adum / Pim IV 11 org 6 org 17 org 

 Jumlah  …………………………………….    24 org      9 org      33 org 

       

5.   Alokasi dan Realisasi Anggaran 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,222,008,364     8,497,185,677   100.00     92.14          
BELANJA LANGSUNG     19,253,350,886  15,884,601,693        91.51 82.50          
Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran.

3,869,080,250     3,388,121,609   100.00                87.57 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 21,330,000                    7,993,050      100.00            37.47 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik.

326,400,000              201,390,337      100.00            61.70 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 692,970,000              557,881,000      100.00            80.51 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 22,097,000                  12,236,500      100.00            55.38 

Penyediaan Alat Tulis Kantor. 87,228,250                  83,466,465      100.00            95.69 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 55,310,000                  45,067,600      100.00            81.48 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

33,841,000                  33,395,250      100.00            98.68 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan.

35,220,000                  28,233,000      100.00            80.16 

Penyediaan Makanan & Minuman. 61,544,000                  48,408,000      100.00            78.66 
Rapat - rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar 
Daerah.

2,346,840,000        2,329,989,127      100.00            99.28 

Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor. 186,300,000                40,061,280      100.00            21.50 

JUMLAH 
BELANJA (RP)

JUMLAH 
REALISASI 

BELANJA (RP)

REALISA
SI FISIK 

(%)

REALISASI 
KEUANGAN 

(Rp)
KEGIATAN / SUB KEGIATAN
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Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur.

6,040,291,136     4,930,559,710   100.00                81.63 

Pembangunan Gedung Kantor. 389,175,000              362,198,600 100.00                93.07 

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 480,797,250              463,737,100 100.00                96.45 

Pengadaan Mebeleur. 110,000,000                92,340,500 100.00                83.95 

Pengadaan Komputer. 434,250,000              425,080,300 100.00                97.89 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas 
/ Operasional.

344,152,000              236,325,440 100.00                68.67 

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung 
Kantor.

178,950,000              139,838,100 100.00                78.14 

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung 
Kantor

1,127,220,886        1,122,765,000 100.00                99.60 

Penunjang dan Pembinaan Kelembagaan 2,975,746,000        2,088,274,670 100.00                70.18 

                         - 
Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 177,050,000        146,060,000      100.00                82.50 
Pengadaan Pakaian Dinas Besrta 
Perlengkapannya

177,050,000              146,060,000 100.00                82.50 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur.

1,021,429,500     253,491,600      50.00                  24.82 

Pendidikan & Pelatihan Formal. 1,021,429,500           253,491,600 50.00                  24.82 

Program Peningkatan Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak Kriminal.

750,000,000        488,212,700      77.50                  65.10 

Pengkajian/Analisis Perkembangan Situasi dan 
Kondisi Daerah.

100,000,000                84,800,000 85.00                  84.80 

Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan Orang 
Asing dan Tenaga Kerja Asing

100,000,000                31,921,000 50.00                  31.92 

Sosialisasi Pencegahan, 
Peredaran/Penanggulangan Miras dan Narkoba

100,000,000                92,916,900 100.00                92.92 

Koordinasi Penanganan Konflik 450,000,000              278,574,800 75.00                  61.91 
 

Program Pengembangan Wawasan 
Kebangsaan.

1,300,000,000     1,286,334,350   100.00                98.95 

Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Hak Azasi 
Manusia

1,100,000,000        1,088,694,350 100.00                98.97 

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Antar 
Suku

200,000,000              197,640,000 100.00                98.82 

Program Kemitraan Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan.

725,000,000        723,900,600      100.00                99.85 

Seminar, Talkshow, Diskusi Peningkatan 
Wawasan Kebangsaan.

375,000,000              374,030,200 100.00                99.74 

Pemantapan Ideologi dan Bela Negara 350,000,000              349,870,400 100.00                99.96 

Program Pemberdayaan Untuk Menjaga 
Ketertiban dan Keamanan

1,197,500,000     1,126,065,500   100.00                94.03 

Pembinaan Aparatur Perlindungan Masyarakat 147,500,000              136,463,600 100.00                92.52 

Peningkatan Koordinasi Antara Perangkat 
Gampong dengan Aparat keamanan

400,000,000              361,048,400 100.00                90.26 

Penyelenggaraan Gampong Sadar Hukum 450,000,000              431,939,500 100.00                95.99 

Penyusunan dan Penyesuaian Reusam Gampong 
Berbasis Konflik

200,000,000              196,614,000 100.00                98.31 
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Program Pendidikan Politik Masyarakat. 2,385,000,000     2,149,780,220   96.11       90.14          
Sosialisasi Kebijakan Politik PA 510,000,000              455,554,075 100.00                89.32 

Forum Komunikasi dan Konsultasi bagi 
Fungsionaris Partai Politik/Ormas/LSM.

225,000,000              158,297,800 100.00                70.35 

Sosialisasi Regulasi Tentang Tatacara 
Pendaftaran Ormas dan LSM

200,000,000              186,488,400 100.00                93.24 

Koordinasi dan Pemantauan Organisasi Asing 100,000,000                58,836,400 65.00                  58.84 

Penyusunan Database Parpol, Ormas, LSM dan 
Lembaga Asing

250,000,000              236,500,200 100.00                94.60 

Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Pengurus 
Parpol

250,000,000              239,051,550 100.00                95.62 

Penguatan Kapasitas Masyarakat dalam 
Berpolitik

250,000,000              229,571,095 100.00                91.83 

Penguatan Kapasitas Politik Perempuan 400,000,000              394,321,000 100.00                98.58 

Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat 200,000,000              191,159,700 100.00                95.58 

Program Pembauran Kebangsaan 380,000,000        377,189,300      100.00     99.26          
Sosialisasi Pembauran dan kerukunan Umat  
Beragama

250,000,000              247,194,000 100.00                98.88 

Koordinasi Pembauran kebangsaan 130,000,000              129,995,300 100.00              100.00 

Program Pengembangan Data dan 
Informasi

48,000,000          40,720,000        100.00     84.83          

Penyediaan Basic Data Dinamika dan 
Penanganan Pasca Konflik

48,000,000                  40,720,000 100.00                84.83 

Program Konsolidasi Perdamaian Aceh 1,360,000,000     974,166,104      87.50       71.63          

Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh 455,000,000              300,344,804 80.00                  66.01 

Konferensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian 
Penanganan Konflik Aceh

455,000,000              327,753,600 100.00                72.03 

Penyediaan dan Pemeliharaan Memorial 
Perdamaian

350,000,000              260,707,700 80.00                  74.49 

Pengawasan dan Evaluasi Penguatan 
Perdamaian

100,000,000                85,360,000 90.00                  85.36 

28,475,359,250   24,381,787,370 95.76                  85.62 JUMLAH TO TAL  
 

 

Total Anggaran 

No Belanja/Kegiatan 
Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

Keuangan 

(Rp) 
(%) Fisik (%) 

Total Anggaran SKPA 28.475.359.250 24.381.787.370 85,62 95,76 
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       6.  Proses Perencanaan Pembangunan 

Proses Perencanaan Pembangunan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk 

masing-masing urusan wajib telah melalui penyusunan RPJMD, RKPD, Renja SKPD dan 

RKA SKPD. 

 

       7.  Kondisi Sarana dan Prasarana  yang digunakan  

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, 

rata-rata masih layak untuk digunakan dan cukup memadai, kecuali kenderaan operasional 

yang masih kurang. 

 

8.  Permasalahan dan Solusi 

a.  Permasalahan 

Dalam melakukan proses perencanaan, masih kurang mengerti terhadap hasil kinerja yang 

bagaimana yang harus diukur sehingga adanya sinkronisasi dalam penyusunan LPPD yang 

baik dan benar 

b. Solusi 

Adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan dalam penyusunan LPPD sehingga arah dan 

kebijakan yang hendak dicapai akan terukur dengan baik dan benar. 

 

 

 

 

BAB IV 

TUGAS PEMBANTUAN 

 

 

 

BAB. V 

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 

 

 

 

B. Kerja Sama Antara Daerah 

C. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 

D. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah 

E. Pembinaan Batas Wilayah 

F. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 

G. Pengelolaan Kawasan Khusus 
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H. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis Sara, Anarkhisme, Sparatisme atau lainnya). 

Menindaklanjuti Inpres No. 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam 

Negeri Tahun 2013, kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menko Polhukam RI Nomor 

1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan 

Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013, Pemerintah Aceh telah melakukan persiapan dan 

kesiapan meliputi : 

a. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 

sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/213/2013 tanggal 11 Maret 2013 

tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di 

Wilayah Aceh Tahun 2013. 

b. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 

(PGKDN) di Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2013. 

c. Mengimplementasikan Renaksi Sesuai Target Kegiatan dan Pelaporannya sesuai Periode 

B04, B06, B09 dan B12. 

d. Gangguan dan Konflik yang ditangani Tim Terpadu antar lain : 

1) Konflik berlatar belakang Tanah dan Lahan; 

2) Konflik berlatar belakang Suku, Agama dan Ras (SARA); 

3) Konflik berlatar belakang Tata Batas dan Politik; 

4) Konflik berlatar belakang Industrial. 

e. Tahapan Penanganan Gangguan dan Konflik ; 

1) Tahap Pencegahan Konflik; 

2) Tahap Penindakan dan Penyelesaian Konflik; dan 

3) Tahap Pemulihan Konflik. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban Umum. 

a. Satuan Politisi Pamong Praja dan WH (Satpol PP dan WH) Aceh; 

b. Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh; 

c. Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh. 

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan. 

Untuk kelancaran Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum dibutuhkan dukungan 

dengan jumlah, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan antara lain : 

a. Jumlah Pegawai ± 50 orang dan pada kondisi tertentu dapat ditambah dengan jumlah 

tidak terbatas. 

b. Kualifikasi Pendidikan mulai dari 1) SMU, 2) Sarjana Muda, 3) S-1, 4) S-2, 5) S-3 dan 

6).Guru Besar (Prof). 

c. Pangkat/Golongan untuk Sipil mulai Gol II, Gol. III, Gol. IV sedangkan TNI/POLRI  

seluruh tingkat Golongan/Pangkat. 

4. Penanggulangan dan kendalanya : 
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Penanggulangan Kantramtibmas dan Kendala yang dihadapi : 

a. Penanganan Kantramtibmas dilakukan melalui : 

1) Pencegahan, dengan pendekatan Preventif dan Persuasif. 

2) Penindakan dan Penyelesaian, dengan pendekatan Penegakan Hukum dan Refresif 

Prosedural. 

3) Pemulihan Pasca Gangguan Kantramtibmas, Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta 

Conselling/Kejiwaan. 

b. Kendalanya : 

Kendala yang dihadapi dalam menangani Gangguan Kantramtibmas meliputi : 

1) Banyaknya kasus-kasus Gangguan Kantramtibmas yang ditangani Aparat Keamanan, 

dibandingkan sumber daya yang ada. 

2) Terbatasnya jumlah Personel POLRI dan TNI yang menangani Gangguan 

Kantramtibmas dan ketertiban umum yang terjadi di Provinsi Aceh. 

3) Terbatasnya Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah dalam Penanganan 

Gangguan Kamtramtibmas. 

4) Tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah, sehingga membuat masyarakat 

kebodohan, kemiskinan dan tidak berdaya dan keterbelakangan/keterisoliran 

menyebabkan masyarakat mudah diprovokasi, diintimidasi oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

5) Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan antara lain : 

Aparat keamanan yang ikut menangani Kantramtibmas antara lain : 

a. Aparat Keamanan melakukan deteksi dan cegah dini terhadap potensi Gangguan 

Kantramtibmas. 

b. Aparat keamanan melakukan upaya mediasi dan negosiasi dalam rangka 

Penanganan Gangguan Kantramtibmas. 

c. Mendorong pihak yang berkonflik untuk berdialog, musyawarah mencapai 

kesepakatan dengan menandatangani MoU. 

d. Menjaga dan mengendalikan Psikologi emosi Kedua belah pihak yang berkonflik 

untuk saling percaya, harus menghormati dan taat terhadap MoU yang telah 

disepakati bersama. 

e. Apabila terjadi rusuh, aparat keamanan akan memisahkan Kedua pihak dengan 

mengendalikan  massa secara ketat, agar kondisi kantamtibmasbun terkendali, 

aman dan kondusif. 

5. Sumber dan Jumlah Anggaran 

a. Sumber Anggaran Penanganan Gangguan Kantramtibmas berasal dari : 

1. Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA). 

2. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 
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3. Dalam situasi darurat, Aparat keamanan dapat mengunakan Biaya Tak Terduga, yang 

disediakan dalam APBA/APBN sesuai ketentuan yang berlaku. 

b. Jumlah Anggaran : 

Jumlah Anggaran untuk Penanganan Gangguan Kamtramtibmas melalui Kegiatan 

Koordinasi Penanganan Konflik yang tersedia pada DPA Badan Kesbangpol dan Linmas 

Aceh T.A. 2013 sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah). 

 

 

BAB. VI 

P  E  N  U  T  U  P 

  

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan evaluasi dan pengkajian 

sebagai bahan dalam rang penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 

2013, dan dapat diambil kesimpulan  bahwa program ataupun kegiatan pada Badan Kesbangpol dan 

Linmas Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dengan harapan dapat menjadi sebagai 

acuan dalam melaksanakan program/kegiatan tahun-tahun berikutnya. 

 

 

Banda Aceh,   3   Februari 2014 
 

KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS ACEH 
 
 
 
 

NASIR ZALBA, SE 
PEMBINA TK. I 

NIP. 19600219 19801 1 001 


